BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PASAL 47 PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa guna melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 188.34-9554 Tahun 2016 tentang
Pembatalan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pencabutan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Seltan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9554
Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 47 Peraturan
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PASAL 47
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG  RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

Pasal 1

Mencabut Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 8), yang berbunyi “Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan
Peraturan Daerah ini“.
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Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Februari 2018

PI1t. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
TTD
ARDIANSYAH

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 29 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD IDEHAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (11/2018)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

PENCABUTAN PASAL 47 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan pasal 251 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
Dan dalam hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 188.34-9554 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 47
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 251 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah keputusan pembatalan
peraturan kabupaten/kota untuk selanjutnya Kepala Daerah bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1



